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Nama SOP : Permohonan Informasi Publik (Daring)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA

Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
Memiliki kemampuan komunikasi publik

Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 /PERMEN-KP/2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
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Peralatan/Perlengkapan

Keterkaitan
1. PC/Laptop
2. Jaringan internet
3. ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi publik yang disampaikan tidak akurat 1. Form permohonan informasi publik

2. Form rekap permohonan informasi publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No.

Uraian Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pelaksana PPID

Sekretariat PPID

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menerima, memverifikasi dan memproses
data permohonan Informasi dari website e-
PPID untuk ditindaklanjuti.

1 Mulai )

a. Form permohonan
informasi; dan
b. identitas pemohon.

15 menit

Berkas
permohonan.

Tata cara pemohon mengakses
Website E-PPID:

a. Pemohon membuka website E-
PPID

https://ppid.kkp.go.id /upp/direktor
at-jenderal-pengawasan-sumber-
daya-kelautan-dan-perikanan/

b. Pemohon mengklik layanan
informasi dan permohonan
informasi;

c. Pemohon mengisi formulir
permintaan data serta
mengunggah /upload persyaratan
permintaan data.

Dalam hal data pemohon belum
lengkap, maka meminta pemohon
untuk melengkapi data kembali.

Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis
informasi yang dimohon, apabila jenis
informasi yang dimohon merupakan
informasi yang dikuasai maka pelaksana
PPID dapat secara langsung memberikan
informasi tersebut kepada pemohon, dan
jika informasi yang dimohon tidak dikuasai
maka akan di proses lebih lanjut.

Berkas permohonan.

60 menit

a. Lembar
identifikasi;

b. Berkas
permohonan; dan
c. Nota Dinas.

Kategori informasi yang dimohon
meliputi:

a. Daftar Informasi Publik (DIP); dan
b. Daftar Informasi yang
dikecualikan (DIK).

Dalam hal informasi yang dimohon
merupakan informasi yang dikuasai
maka pelaksana PPID dapat secara
langsung memberikan informasi
tersebut kepada pemohon.

Mengumpulkan dan menyiapkan
data/bahan yang dibutuhkan.

a. Lembar identifikasi;
b. Berkas permohonan;
dan

c. Nota Dinas.

17 hari

Data tanggapan
informasi

Dalam hal proses pengumpulan
data/bahan yang dibutuhkan,
didasari atas Nota Dinas yang
disampaikan oleh pelaksana PPID.

Pemohon menunggu jawaban dari
PPID dalam waktu 10 hari kerja dan
dapat diperpanjang sampai dengan 7
hari kerja.

Menyusun jawaban dan menyampaikan
kepada pemohon atas informasi yang
dibutuhkan.

A4

1 Selesai )

Data tanggapan
informasi

60 menit

Informasi publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SLTA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 /PERMEN-KP/2023 tentang 4. Memiliki kemampuan komunikasi publik
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5. Menerapkan core values ASN BerAKHLAK

4. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

5. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. PC/Laptop
2. Jaringan internet
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi publik yang disampaikan tidak akurat 1. Form permohonan informasi publik
2. Form rekap permohonan informasi publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Pelaksana

Mutu Baku

Ne- Uraian Keglatan Pelaksana PPID Sekretariat PPID Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. |Menerima, memverifikasi dan memproses a. Form permohonan 15 menit |Berkas Dalam hal data pemohon belum
data permohonan Informasi untuk ‘ Mulai ) informasi; dan permohonan lengkap, maka meminta pemohon
ditindaklanjuti, b. identitas pemohon untuk melengkapi data kembali.
Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis Berkas permohonan 60 menit |a. Lembar Kategori informasi yang dimohon
informasi yang dimohon, apabila jenis identifikasi; meliputi:
informasi yang dimohon merupakan ¢ b. Berkas a. Daftar Informasi Publik (DIP); dan
informasi yang dikuasai maka pelaksana permohonan; dan |b. Daftar Informasi yang
PPID dapat secara langsung memberikan c. Nota Dinas. dikecualikan (DIK).
informasi tersebut kepada pemohon, dan
jika informasi yang dimohon tidak dikuasai Dalam hal informasi yang dimohon
maka akan di proses lebih lanjut. merupakan informasi yang dikuasai
maka pelaksana PPID dapat secara
langsung memberikan informasi
tersebut kepada pemohon.
3. [Mengumpulkan dan menyiapkan a. Lembar identifikasi; 17 hari |Data tanggapan Dalam hal proses pengumpulan
data/bahan yang dibutuhkan. b. Berkas permohonan; informasi data/bahan yang dibutuhkan,
I dan didasari atas Nota Dinas yang
c. Nota Dinas. disampaikan oleh pelaksana PPID.
4. [Menyusun jawaban dan menyampaikan Data tanggapan 60 menit |Informasi publik

kepada pemohon atas informasi yang
dibutuhkan.
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1 Selesai )

informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




